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1 Has1I jajak pendapat 'Kompas', Kompas, 6 Mei 2013, him. 5 

menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah 
Negara Hukum" (Pasal 1 ayat 3). Dalam suatu 
negara yang berbentuk demikian, hukum 
merupakan sarana utama yang oleh bangsa 
disepakati sebagai sarana untuk mengatur 
kehidupannya. Dengan demikian, setiap tindakan 
dan akibatnya, yang dilakukan oleh semua pihak di 
negara ini, harus didasarkan atas hukum dan 
diselesaikan menurut hukum, sehingga seharusnya 
seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat dan 
bernegara kita harus berdasarkan norma-norma 
hukum. Artinya hukum harus dijadikan panglima 
dalam menyelesaikan masalah-masalah berkenaan 

A. Pendahuluan 
Hukum dan keadilan masih berjarak. 

Penegakan hukum di negeri ini dinilai masih belum 
mengarah pada kepastian hukum. Ketidakpaslian 
semakin terlihat ketika hukum menjerat aparat dan 
penegak hukum. Tarikan kepentingan lebih 
menonjol dibandingkan dengan upaya menghormati 
hukum. Keadilan hukum pun makin jauh dari 
kenyataan.1 

ltulah fakta penegakan hukum di era reformasi, 
periode yang telah berhasil mengamandemen UUD 
1945 sebanyak empat kali, bahkan dalam 
amandemen yang keempat (tahun 2002) 

Kata Kunci: Reevaluasi, Penegakan Hukum, Hukum Progresif. 

Kedekatan antara hukum dengan keadilan sulit dipisahkan. Namun, hukum bisa juga tidak selalu 
sejalan dengan keadilan, bahkan jauh dari keadilan. /tu/ah fakta yang terjadi dalam penegakan hukum di 
Indonesia. Faktor terjadinya keterpurukan hukum tidak lepas dari ditempatkannya hukum sebagai a/at 
bagi penguasa untuk mencapai tujuannya. Selain itu,landasan paradigma positivisme dalam praktik 
penegakan hukum melahirkan aliran legisme yang menempatkan hakim sebagai corong undang­ 
undang. lmplikasinya keadilan yang terwujud adalah keadilan prosedural.Untuk mewujudkan keadilan 
substansial harus dilakukan dengan pendekatan hukum progresif yang mengandung fi/safat 
pembebasan. Spirit pembebasan ini menjadikan penegak hukum dituntut mempunyai kreativitas tinggi 
untuk memaknai hukum secara tepat, guna menciptakan keadilan yang sebenamya. 

Abstrak 

Keywords: Reevaluation, Law Enforcement, Law of Progressive. 

Synonymous with justice and the law is difficult to separate. However, the law may not always be in line 
with justice, even away from justice. That fact is happening in law enforcement in Indonesia. Factor in the 
deterioration of law can not be separated from the law put into place as a means for the authorities to 
achieve its objectives. In addition, the foundation of positivism paradigm in law enforcement in practice 
birth legisme flow that puts the judge as the mouthpiece of the law. The implication embodied justice is 
procedural fairness. To achieve substantial justice should be done with a progressive approach to law 
containing philosophical exemption. Spirit exemption makes law enforcement are required to have high 
creativity to interpret the law correctly, in order to create true justice. 
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B. Pembahasan 
1. Reevaluasi Pendekatan Penegakan Hukum 

Hubungan antar manusia pada dasamya selalu 
dilandasi oleh hukum, sehingga membicarakan 
hukum adalah membicarakan hubungan antar 
manusia, dan tidak lepas dari pembicaraan tentang 
keadilan. Dengan demikian setiap pembicaraan 
mengenai hukum, akan selalu berbicara tentang 
keadilan. das So/Jenn : hukum itu adil; das Seinn : 
hukum jauh dari keadilan. Keadilan hanya dapat 
dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang 
hendak diwujudkan oleh hukum.4 

Keadilan memiliki ragam makna,' yang 
menjadikan definisi keadilan beragam pula. Teori- 
teori keadilan bermunculan sesuai jamannya.6 Hal 
demikian dapat dipahami, karena keadilan 
merupakan konsep yang abstrak sehingga di 
sepanjang sejarah manusia tidak pernah 

adalah penegakan hukum. Penegakan hukum 
Indonesia jauh dari semangat keadilan, 
sebagaimana dikemukakan di atas. Terjadi krisis 
kepercayaan masyarakat terhadap hukum. 
Persepsi masyarakat yang buruk mengenai 
penegakan hukum, menggiring masyarakat pada 
pola kehidupan sosial yang tidak mempercayai 
hukum sebagai sarana penyelesaian konflik. Hukum 
miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral yang 
mengakibatkan semakin berjarak dari 
masyarakatnya, yang bermuara pada keadilan yang 
semakin jauh dari kenyataan. 

Tulisan ini dimaksud untuk mengkaji reevaluasi 
pendekatan penegakan hukum dalam masa 
reformasi yang selama ini digunakan dengan 
dampak terjadinya keterpurukan hukum di 
Indonesia, dan bagaimana urgennya pendekatan 
penegakan hukum berbasis hukum progresif. 
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dengan individu, masyarakat dan negara. Namun 
dengan melihat fakta penegakan hukum saat ini 
seakan terjadi paradoks dengan semangat negara 
hukum yang dikehendaki dalam amandemen 
terse but. 

Karena hukum menempati posisi sentral dari 
suatu negara hukum, maka menentukan arah 
kemana hukum harus dibangun menjadi isu yang 
panting. Pembangunan hukum nasional adalah 
bagian integral dari pembangunan nasional atas 
dasar prinsip dan asas pembangunan nasional yang 
sudah dirumuskan dalam GBHN dan Propenas 
2000-2004 serta UU No 17 tahun 2007 tentang 
RPJP beserta kebijakan lainnya, yang merupakan 
perwujudan dart politik hukum nasional dan tidak 
terpisahkan dari strategi ketahanan nasional. 

Pada dasarnya pembangunan hukum' 
mengandung makna ganda : pertama, ia bisa 
diartikan sebagai suatu usaha untuk 
memperbaharui hukum positif sendiri, sehingga 
sesuai dengan kebutuhan untuk melayani 
masyarakat pada tingkat perkembangannya yang 
mutakhir, suatu pengertian yang biasanya disebut 
modemisasi hukum. Kedua, ia bisa diartikan juga 
sebagai suatu usaha untuk memfungsionalkan 
hukum dalam masa pembangunan, yaitu dengan 
cara turut mengadakan perubahan-perubahan 
sosial sebagaimana dibutuhkan oleh suatu 
masyarakat yang sedang membangun.3 Bisa pula 
dikatakan, Pembangunan hukum dapat dilihat dari 
dua sisi, yaitu dari sisi pembuatan (/aw reform/law 
making) dan sisi implementasinya atau penegakan 
hukumnya (law enforcement). 

Meski menjadi isu penting, pembangunan 
hukum saat ini masih menimbulkan keraguan 
terhadap arah yang benar pada tujuan sebenamya 
dari pembangunan hukum, salah satu aspeknya 
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2 Pembangunan hukum merupakan bag Ian dari politik hukum yang berintlkan pada pembaharuan atas hukum yang telah ada serta pembuatan hukum hukum baru, 
lihat Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1985, Poliik Hulcum Nasional, Makalah Pada Karya Latihan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Yayasan LBH 
Indonesia dan Surabaya. 

3 Sa~lpto Rahardjo, 2009, Hukum Dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Penga/aman­Pengalaman di Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing, him. 
203. 

4 Upaya untuk mewujudkan keadilan merupakan proses dlnamls yang memakan waktu; upaya ini didom1nasi oleh kekualan-kekuatan yang bertarung dalam 
kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya, Hhat Cari Joachim Friedrich, 2008, Fffsafat Hukum Perspektif Historis, terjemahan oleh Ralsul 
Muttaqlen, Bandung, Nusamedia, him. 239. 

5 Kata keadilan berasal dari kata 'edf yang berasal dari bahasa Arab, dalam bahasa lnggris disebut 1uslice', yang memillld kesamaan artJ dengan ~ustitia' (bahasa 
Latin). Katajusticedalam bahasa lnggris berasal dari kata 1usf, yang memllikl persamaan art! dengan :justus (bahasa Latin),juste (dalam bahasa Prancis),justo 
(dalam bahasa Spanyol), dan geteeht(dalam bahasa Jennan). Munir Fuady, 2007,Dinarnika Teori Hukum, Bogor, Ghalia Indonesia, him. 90. Uhat pulaAbdullah, 
2008, Pertimbangan Hukum Putusan Pengad17an, Sidoa~o. Program Pascasarjana Umversitas Sunan Giri, him. 125,. Dalam The Encyclopedia Americana, 
Dictionary of Phi/oshop/y, makna keadllan antara lain equality of treament, impartiality, equity, faimess. Esmi Warassih Pujirahayu, 2001, Pemb&rdayaan 
Masyarskal Dalam Mewujudkan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan), Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Undtp, 
Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, him. 14 

6 Sebagaimana rumusan keadilan yang tertua menuru1 Ulpianus bahwa *Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan 
kepada setiaporang apa yang semestinya untuknya*, sedangkanAris1oteles mendekati keadilan dari segi persamaan, Esmi Warassih, ibid, him. 15 
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7 Mun,r Fuady, Op Cl~ him. 77. Betapa masalah kead•lan itu bdalt mudah uotuk d,rumuskan. Dalam lapangan hukum yang berbeda atau dalam tempat dan waktu 
yang bella nan. perseps, kead,lannya mungkm sekah melljadi bel1a1nan pula. Sekabpun sulit untuk dlrumuskan, pembahasan tentang keadJan im dapat dikatakan 
selalu muncul pada seuap al1ran filsafat hukum, hhat Dal]! Darmod1harjo & Shidarta, 2006, Pokok Pokok F1lsafat Hukum, Apa clan Bagaimana Filsafat Hulwm 
Indonesia, Jakarta, PT Gramedla Pustaka Utama, him 158. Bahluln Hans Kelsen menyatakan. bahwa untuk menjawab apakah keadaan iru, h1ngga Jani semua 
usaha seperu in, menghas,lkan rumusan yang sama sekah kosong. Selan1u1nya dlkatakan, bahwa mesk1pun memang ada kead Ian, luta bdal( bsa 
mendefimSJkannya, atau apa yang maksudnya sama saia, krta bdak bsa mendelimsikannya dengan tegas, lihat Hans Kelsen, 2008, Penganlar Teon Hukvm. 
Terjemahan oleh SIW1 Purwandan, Bandung Penerbct Nusa Media, him. 49-50 

8 Hans Kelsen dalam tullsan yang la n menyatakan, kead,lan pada dasamya adalah sebuah kuahtas yang mungkin, tetapi bukan harus, dan sebuah tatanan sosial 
yang menuntun teroptanya hubungan bmbal baMt di antara sesama manusta. baru setelah itu ia merupakan sebuah bentuk keba'kan manuSJa, karena memang 
manus1a 1tu ad1I btlamana penlakunya sesua, dengan norma norma tatanan sosial yang seharusnya memang add. Kennduan akan keadilan ,tu sama dengan 
kennduan abadi manusia akan kebahag•aan. Lihal Hans Kelsen 2008, Dasar Dasar Hukum Nonnal!f: Prinsip prinsip Teoritis unluk Mewufll(ikan Keadilan dalam 
Hukum dan Polibk, te~emahan oleh Nuruh1a Yusron, Bandung, Penerbrt Nusa Media, him 2. 

9 Bumanudd,n Salam. 1997. Etd<a Sosial, Asas Molal dalam Kehidupan Manusia, Jakarta. Rineka Cipta, him. 117. 
10 Moms Ginsberg, 2003, Keadijan dalam Masyarakat, Yogyakarta, Pustaka Yogya Mandiri, him. 50-53. 
11 Pengaruran agar berbuat ad,I mengalanv petluasan makna ya1tu anb d1sknmmasi berdasarkan ras, warna kuh~ agama, jenis kelam1n atau gender. Dalam keadlan 

terdapat ari khusus yang m~adl khasnya, ya1tu keadilan te~u pada orang la,n, kead~an harus d,tegakkan dan d,laksanakan. Kead~an meoonM persamaan 
(equality) Lihal K Berten, 2000, Pengantar Ehka Blsrus. Yogyakatta, Kar.s1us, him. 86-87. 

12 Dalamhal1ni,GustavRadbruchmenyatakan,bahwahukummerupakansuatuunsurkebudayaan,makaseperuunsurunsurkebudayaanla1nhukummewuiudkan 
salah satu nilai dalam kehidupan konkret manusia. N,Jai 1tu adalah nilai keadilan. Oengan demikian, hukum hanya akan berarti sebagai hukum kalau hukum nu 
merupakan suatu perwujudan keaddan atau sekurang-kurangnya merupakan usaha ke arah itu, llhat Theo Hu11bers, 1995,Fllsafal Hukvm Dalam Untasan 
Sejarah, Yogyakatta, Penerbrt 1995, him. 162. Sementara 11\J Hans Kelsen rnenyatakan, hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan. Rirw akan 
kead1lan. yang d,anggap secara ps;kolog s adalah kennduan abad1 manusia akan kebahagiaan, yang bdak bisa dllemukannya sebagai seorang 1oo'Vldu dan 
karenanya mencarinya dalam masyarakat. Kebahag1aan sos.al d1namakan 'kead1lan', lihat Hans Kelsen, Op Cit, him. 48. 

13 Andre Ala Ujan, 2009. Filsafat Hukum: Membangun hukum. membela kead11an, Yogyakarta, Penerbit Kams1us, him. 16. Keadilan adalah sebuah Kie kebajikan 
yang luhur, pemblcaraan tentangnya lebth dekat dengan disl(ursus elis atau moral. Sementara itu, pembicaraan tentang hukum lebih dekat dengan dlsl<UISUS 
pot,lis, tentang kekuasaan. yang di dalamnya terkarwng unsur-unsur din dan poSJSI dm dalam hngkungan sosial. Oleh karena itu, kead1lan dalam rokum adalah 
sebuah perrmntaan sosial, d putuskan oleh suara terbanyak, bukan lag1 sebagai sebuah kebaj1kan. Lihal Amin Mudzakklr, 2010, Ketika Hukum Menctderai 
Kead1/an,Kompas, Kolom Opm1. 28 Desember. 

14 Ibid. 
15 Esmi Warass,h Pudj,rahayu, Op Cd. 
16 Keterpurukan hukum, sebenarnya telah dimua1 sejak jaman Proklamasi Kernerdekaan Indonesia, dan percepatannya terjadi sejak tahun luJUh-pukilan, kebka 

pernenntahan Orde Baru melancarkan 'akselerasi pembangunan negara' dengan memakai alat konsepsi 'pendekatan keamanan' (security approach) dalam 

Dari apa yang dikemukakan tersebut, bisa dikatakan 
hukum identik dengan keadilan, keduanya sulit 
dipisahkan. Namun demikian, hukum bisa juga tidak 
selalu sejalan dengan keadilan, keduanya ada 
batasan-batasannya. Pada satu sisi kita mengakui 
adanya hukum sebagai legalitas, tetapi pada sisi 
yang lain kita juga mempertanyakan legalitas 
tersebut dalam hubungannya dengan hukum 
sebagai nilai. Dari sinilah kemudian terlihat adanya 
paradoks tersebut." 

Paradoks tersebut bisa terbaca ketika kita 
bicara penegakan hukum. Pelaksanaan hukum di 
Indonesia sering dilakukan dengan pendekatan 
yang tidak sama, akibatnya hukum hanya tajam ke 
bawah tetapi tumpul ke atas.Dengan asas equality 
before the law, hukum seharusnya bersifat netral 
bagi setiap pencari keadilan, namun dalam praktik 
sering bersifat diskriminatif. Lemahnya penegakan 
hukum terlihat dari masyarakat yang tidak 
menghormati hukum, dan juga kewibawaan aparat 
penegak hukum yang semakin merosot. Pola-pola 
perilaku yang dihasilkan oleh hukum tidak selalu 
cocok dengan pola-pola perilaku yang dijalankan 
oleh pelaku-pelaku hukum dalam proses penegakan 
hukum, terjadi perbedaan antara law in books dan 
law in action.15 ltulah gambaran keterpurukan hukum 
yang terjadi di lndonesia.16 

Yunanto, Reevaluasi Pendekatan Penegakan Hukum 

mendapatkan gambaran yang pasti tentang arti dan 
makna yang sebenamya dari keadilan, tetapi selalu 
dipengaruhi oleh paham atau aliran yang dianut saat 
itu.1 

Keadilan itu bukan pengertian, melainkan 
suatu kualitas8 hasil dari sesuatu perbuatan yang 
dinilai adil setelah diadakan pemisahan, seleksi 
mana yang benar dan salah.9 Jadi keadilan 
merupakan hasil dari suatu proses pemilihan dan 
pemilahan. Gagasan keadilan bukan sebagai balas 
jasa, melainkan menghindarkan dari kesewenang- 
we nan g an antar sesama manusia yang 
mengakibatkan ketidakadilan, kesewenang- 
wenangan kekuasaaan, kekuasaan seseorang di 
atas orang lain digunakan langsung atau tidak 
melalui kekuasan. 10 

lnstrumen yang dapat digunakan untuk 
mencegah kesewenang-wenangan untuk mengatur 
dan membatasi hak dan kewajiban, yaitu aturan 
hukurn." Tentu saja, hukum harus dibentuk sesuai 
dengan prosedur atau memenuhi tuntutan formal 
tertentu agar diakui sebagai hukum (legitimasi 
yuridis).12 Hukum adalah keadilan (ius) dan bukan 
sekedar peraturan perundang-undangan (/ex). 
Hukum sebagai lex adalah kaidah formal yang 
merupakan artikulasi normatif dari ius. Dengan 
demikian, keadilan merupakan substansi hukum.13 



sifanya abstrak seperti ide tentang keadilan, 
kepastian dan kemanfaatan harus diwujudkan 
dalam penegakan hukum yang akan 
diimplementasikan dalam realitas. Untuk bisa 
menerjemahkan hal tersebut dalam rangkaian 
menuju keadilan substansial, mutlak dilakukan 
pembenahan yang dimulai dari hulunya yakni 
pendidikan hukum. Dalam kaitan ini Barda Nawawi 
Arief menekankan keseimbangan antara "ilmu 
tentang norma' dan "ilmu tentang nilai," Maknanya, 
orientasi pendidikan hukum harus meluas tidak 
hanya menekankan pada pendekatan positivistis 
yang melahirkan ilmu norma saja yang tidak pernah 
mampu menangkap hakikat kebenaran, namun 
harus menekankan pada substansi nilai yang 
finalnya dapat mewujudkan keadilan yang 
sebenamya. 

Landasan paradigma positivisme dalam praktik 
penegakan hukum melahirkan aliran legisme yang 
menempatkan hakim sebagai corong undang- 
undang. Di sini hukum semata-mata diposisikan 
sebagai pengarah/pengontrol atau tolok dalam 
menilai benar atau salah perilaku manusia. 
Pemahaman hukum, lebih membatasi makna 
hukum sebagai kaidah semata atau hanya 
menitikberatkan pada seni menemukan dan 
menerapkan aturan-aturan dalam suatu kasus (in 
concreto). lmplikasinya, memasuki dunia hukum 
bukan lagi medan pencarian keadilan, melainkan 
menjadi memasuki rimba peraturan, prosedur dan 
administrasi. ltulah sebabnya seringkali 
pennasalahan pennasalahan hukum yang timbul, 
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Faktor terjadinya keterpurukan hukum tersebut 
tidak lepas dari ditempatkannya hukum sebagai alat 
bagi penguasa untuk mencapai tujuannya. Sebagai 
alat maka penggunaan hukum tergantung dari 
tujuan yang ingin dicapai oleh pemakainya. 
Komponen hukum yang berupa peraturan dan 
perilaku, lebih ditekankan pada peraturan. 
Konsekuensinya keadilan yang terwujud sebatas 
keadilan prosedural yang sering memarjinalkan 
keadilan yang sebenamya. Hal inilah yang menjadi 
ciri mazab positivisme yang telah sekian lama 
membelenggu sebagai paradigma dalam praktik 
hukum di Indonesia. Dari titik ini, reevalusasi 
pendekatan penegakan hukum pertu dilakukan 
guna menciptakan penegakan hukum yang bisa 
mewujudkan keadilan substansial. 

Penegakan hukum11 atau law 
enforcement.yang dalam bahasa Belanda dikenal 
rechtstoepassing dan rechtshandhaving, 1• bukan 
suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan 
keterlibatan manusia di dalamnya, 11 yang 
merupakan bagian dari institusi kepolisian, 
kejaksaan, kehakiman atau pejabat pemerintah. Hal 
itu berarti, bahwa penegakan hukum tidak dapat 
dilihat sebagai suatu proses logis linier, melainkan 
sesuatu yang kompleks. Masuknya faktor manusia 
menjadikan penegakan hukum sarat dengan 
dimensi perilaku dengan sekalian faktor yang 
menyertainya. Penegakan hukum bukan lagi 
merupakan hasil deduksi logis, melainkan lebih 
merupakan hasil dari pilihan-pilihan." 

Dengan demikian konsep-konsep hukum yang 
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menjalankan roda meka111sme pemenntahan., tennasuk juga pada kekuasaan kehakiman, tervtama Mahkamah Agung. Oalam perkembangan menjadikan 
lemahnya peran ookum dan dunia peradiliVl dalam menuntun perjalanan bangsa yarg disebabkan oleh 1er1alu dominannya kekuasaan. llhat Bustanul Arifin, 
2007, Masa Lampau Yang Beltrn Selesai: Perakan Pikiran Tentang Hukum dan Pelaksanaan Hukum,Jakarta, O.C.Kallg1s & Associates, hal.3. bandlngkan Moh 
Mahlud MO, 1999, Pergulalan Polilikdan Hukumcilndonesia. Yogyakarta, Gama Media, hlm . .290. 

17 Mergenaiistilahdanpengertian 'penegakan ookum'bisad1l1hatdalam tuisan lain SaijiptoRahardjo, 1991, llmuHukum. Bandung, PTCitraAditya Bakb, him. 181. 
18 Sa~1pto Raharqo, 2002,Sosiologi Hukum. Ml.tlammad,yah Surakarta. MIA\amadiyah Umvrsity Press. him. 17 4.Penegakan ookum juga bisa dibedakan dalam 

art/ luas yarg mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan ookum serta melakukan tindakan t'Klkum terhadap sebap pelanggaran atau 
penyimpangan t'Klkum yarg dilakukan oleh subyek ookum, ba•k melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur artlitrase dan mekanisme penyelesaian 
sengketa lalnnya (a/tematJve desputes orconlllcts reso/ution). Bahkao, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala 
aklivitas yang dimaksudkan agar hukum Sebagai perangkat kaidah noonatif yang mengatur dan mengikat para slA>yek ookum dalam segala aspek kehldupan 
bermasyarakat dan bemegara benar benar ditaati dan sungguh sungguh dijalankan sebagaimana mesllnya. Dalam art/ sempit, penegakan hukum itu 
menyangkut kegiatan penindakan terhadap sebap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lag,, 
melalui proses perad1lan pldana yang melibalkan peran aparat kepollSian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan badan peradilan, lihat Jimly 
Asshiddiqie, Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia • Makalah pada Seminar 'Menyoal Moral PenegakHukum', FH UGM. 2006. Hal 23. 
Sementara Bania Nawawl Arief, menegasl<an ba!Ma masalah penegakan ookum itu meliputi baik secara in abstracto maupun secara in concreto. Proses 
legislasilformuasi/pembuatan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan proses ookum in abstracto. Proses ini merupakan tahap awal yang 
sangat strategis dan proses penegakan ookum in coocreto. Oleh karena itu kesalahan pada tahap ini merupakan kesalahan strategls yang dapat menjadi 
penghambat upaya penegakan ookum in conaeto.Barda NawawiAnef, 2008, Masalah Penegakan Hukumdan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan 
Kejahatan.Jakarta, Kencana Prenada Media Group, him. 18. 

19 Hukum dalam wujudnya sebagai pera!\Kan, jelas bdak dapat melakukan serruanya. Dari SlnHah masuknya peranan serta penegak hukum yang tidak lain adalah 
manusta-manuStB, Manusia yang meiµlankan penegakan ookum benar-benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan. Apa yang dlkatakan dan 
dija~1kan oleh ookum , pada akhimya akan ~ kenyataan melalui tangan orang orang tersebut. Lihat Sagipto Rahard,o, 2009. Penegakan Hukum: Suatu 
tinjauan soskJ/ogis. Yogyakarta, Genta Publ.isoog, him. 1. 

20 Saljipto Rahardjo, Op cit .. him. 17 4-175. 
21 BardaNawawiArief, OpCit.hlm.24-25 



459 

22 Lihal Yusnyad1,. '2006,'Parad,gma soslOlogls dan ,mplikasieya temadap perl<embangan i/mu hukum dan penegakan hukum di Indonesia· Poatc pengu~uhan 
GuruBesarFHUndp,Semarang, 18Pebruan hlm.10-15 

23 Sa41pto Ra~. Kata Pengatar. dalam Mahmud Kusuma, 2009, Menyelami Semangat Hukum Progres,f, Yogyakar1a, antonyl1b & LSHP lndones~ him. 1x 
24 Hukum adalah ,nsLtusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah d1rinya menuju kepada bngkat kesempumaan yang leboh ba < Kual1tas 

kesempumaan dis,ni bsa divenfikasl ke dalam falclor fal(tor keadilan, keseiahteraan. kepedul1an kepada rakyat dan lain la,n. In lah hak kat hu~um yang selalu 
dalamproses melljad1(lawasa process. lawuithemaking). Hukum bda~ada untuk hukum,tu send1ri. tetapi manusia.UhatSa~1ptoRahar<fJ02005 ibid. Him. 5-6 

25 Mahmud Kusuma, Op Cit. him. 53 Li hat pula Yud, Knsbana, 2009, MenuJu Ke1aksaan Progresif. Yogyakarta, LSHP Indonesia, him 31-50 
26 Kehadiran negara hukum bdak berslfat mutlal\ dan meliputi semuanya. Negara hukum menjad1 sebuah kerangka besar bag1 pengaturan masyarakat dan 

ketwdupan manuSIB d1 dalamnya. Narrun segala sesuatu akan kembafi pada manus1a atau bangsa ,tu sendin, baga,mana akan memutuskan penggunaan negara 
hulrum tersebut. Saq,pto Rahardjo, 2009, Nega!a Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya. Yogyakar1a, Genta Pubhsh1ng, him. 89. 

2. Menuju Penegakan Hukum Berbasis Hukum 
Hukum Progresif 

lndikator keberhasilan penegakan hukum 
adalah apakah konsep-konsep hukum yang berupa 
keadilan. kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial 
telah menjadi kenyataan. Dengan pendekatan 
legalistik positivistik terbukti indikator keberhasilan 
penegakan hukum tidak terwujud. Kelemahan 
dengan pendekatan legalistik dalam penegakan 
hukum karena yang mengemuka adalah mengejar 
kepastian peraturan, kebenaran formil, keadilan 
prosedural, dan kemanfaatan pribadi. Hal itu 
tentunya jauh dari tujuan hukum sebagaimana 
tujuan yang dikehendaki dalam hukum progresif. 

Hukum progresif merupakan semacam usaha 
pembebasan terhadap cara berhukum konvensional 
yang legalistik dan linier. Dengan perkataan lain, ia 
mengandung sebuah 'filsafat pembebasan'.23 

Komponen dalam hukum progresif adalah peraturan 
dan perilaku (rules and behavior), dan dari dua 
komponen ini lebih ditekankan pada perilaku, maka 
hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa 
hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya. 
Hukum progresif juga berangkat dari asumsi dasar 
bahwa hukum bukan merupakan institusi yang 
mutlak serta final, karena hukum selalu berada 
dalam proses untuk terus menjadi (law as a process, 
law in the making).2' Dalam konteks ini, maka hukum 
progresif meninggalkan paradigma hukum 
rechtsdogmatiek. Karenanya hukum progresif 
merangkul beberapa aliran maupun para filsuf 
hukum yang sepaham. Di antaranya adalah Nonet 
dan Selsznick yang berbicara tentang tipe hukum 
yang responsif, Legal realism dan Freirectslehre, 
sociological jurisprudence dari Roscoe Pound, juga 
berbagi paham dengan aliran 
lnteressenjurisprudencz, Teori teori hukum alam dan 

sekalipun mengusik rasa keadilan masyarakat 
penyelesaiannya hanya berhenti pada prosedur. Di 
sini artinya prosedur lebih ditempatkan di atas 
idealisme menegakkan hukum dan keadllan." 

Critical Legal Studies.25 

Dalam konteks penegakan hukum. faktor faktor 
keadilan. kesejahteraan, dan kemanfaatan sosial 
atau kepedulian kepada rakyat tentunya harus 
terwujud dalam irnplementasmya. Dengan 
pendekatan positivisme dalam hukum ketiga faktor 
ini terbukti sulit terwujud. Apabila kita hendak 
mewujudkan ide-ide dalam hukum yang berupa 
keadilan tentunya yang dimaksud adalah keadilan 
substansial, ide kepastian yang dimaksud adalah 
kepastian hukum bukan kepastian 
peraturan/undang undang, ide kemanfaatan yang 
dimaksud kemanfaatan sosial atau kepentingan 
rakyat bukan kepentingan pribadi/golongan tertentu. 
Semuanya itu jika terealisasi akan menciptakan 
negara hukum yang membahagiakan rakyat." 

Berangkat dari asumsi bahwa hukum untuk 
manusia, manusia berada di atas hukum, maka 
hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan 
menjaga berbagai kebutuhan manusia. Dalam 
konteks penegakan hukum. penegak hukum tidak 
boleh terjebak pada kooptasi rules atas hati nurani 
yang menyuarakan kebenaran. Hukum progresif 
yang mempunyai komponen peraturan dan perilaku 
(rule and behavior) menempatkan manusia untuk 
tidak terbelenggu tali kekang rules secara absolut. 
Penegak hukum harus mempunyai kreativitas tinggi 
untuk memaknai hukum secara tepat. Hal ini tidak 
mungkin dilakukan dengan pendekatan legalisme 
oleh penegak hukum. 

Disinilah urgennya spirit pembebasan yang 
dibawa oleh hukum progresif. yang mengandung 
semangat pembebasan terhadap pendekatan lama 
dalam penegakan hukum, yang memandang hukum 
sebagai sesuatu yang absolut, tidak peka terhadap 
perubahan dan berpihak pada status-quo, dan 
tentunya yang sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan jaman. Spirit pembebasan dalam 
hukum progresif ini menumbuhkan kreatifitas dalam 
penegakan hukum. Penerapannya dalam hukum 
perdata misalnya, dikedepankannya keyakinan 
hakim dalam memutus perkara walaupun dilandasi 
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C. Simpulan 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 
1. Paradigma positivisme yang menjadi landasan 

dalam praktik penegakan hukum melahirkan 
aliran legisme yang menempatkan hakim 
sebagai corong undang-undang. Pemahaman 
hukum yang lebih menekankan pada makna 
hukum sebagai peraturan belaka hanya akan 
mewujudkan keadilan prosedural. Di sini hukum 
semakin menjauh dari keadilan. Dari titik ini, 
reevaluasi pendekatan penegakan hukum perlu 
dilakukan guna menciptakan penegakan hukum 
yang bisa mewujudkan keadilan substansial. 

2. Filsafat pembebasan dalam hukum progresif 
menjadikan komponen perilaku lebih 
diutamakan daripada peraturan, sehingga 
hukum progresif berangkat dari asumsi dasar 
bahwa hukum adalah untuk manusia bukan 
sebaliknya. Sebagai institusi yang selalu berada 
dalam proses untuk terus menjadi (law as a 
process, law in the making), tujuannya hanya 
akan berhenti manakala hukum telah bisa 
mewujudkan keadilan. Dalam tataran praksis, 
penegak hukum harus mempunyai kreativitas 
tinggi untuk memaknai hukum secara tepat 
sebagai upaya mewujudkan keadilan 
substansial. Ketika hukum progresif sebagai 
basis konsep keadilan hakim masuk dalam ranah 
penegakan hukum, maka seluruh proses 
bekerjanya instrumen penegak hukum tersebut 
harus bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor 
keadilan, kesejahteraan, kemanfaatan, 
kepedulian kepada rakyat dan lain-lain, yang 
kesemuanya itu telah terkandung dalam nilai- 
nilai Pancasila. Di sinilah pentingnya altematif 
pendekatan lain untuk memecahkan kebuntuan 
dalam penegakan hukum, yakni dengan 
pendekatan hukum progresif. 

kepedulian kepada rakyat dan lain-lain, yang 
kesemuanya itu telah terkandung dalam nilai-nilai 
Pancasila. Di sinilah pentingnya alternatif 
pendekatan lain untuk memecahkan kebuntuan 
dalam penegakan hukum, yakni pendekatan hukum 
progresif. 
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dengan penekanan pembuktian formal, yang 
tujuannya tidak lain untuk mewujudkan keadilan 
yang sebenamya. 

Hukum progresif yang pro keadilan dan hukum 
yang pro rakyat, menuntut dedikasi para pelaku 
hukum dengan kejujuran dan ketulusan dalam 
penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati 
dan kepedulian pada penderitaan yang dialami 
rakyat dan bangsa Indonesia. Kepentingan rakyat 
harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir 
penyelenggaraan hukum.21 Dengan kata lain, 
bagaimana penegakan hukum itu bisa 
menghasilkan out put yang berorientasi pada 
keadilan masyarakat. Dalam hal ini berarti, 
penegakan hukum tidak boleh mengabdi pada 
kelompok tertentu, kepentingan tertentu, maupun 
golongan tertentu, yang hanya akan menjauhkan 
hukum dart keadilan. 

Hal yang penting pula dalam mewujudkan 
penegakan hukum yang ideal, harus dilakukan 
pembenahan terhadap komponen struktur, 
substansi dan kutur hukum sebagaima dalam teori 
Sistemnya Friedmann. Komponen struktur hukum 
yang berupa perangkat keras hukum seperti 
kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga 
pemasyarakatan, dan sebagainya, belum 
memperlihatkan kinerja yang baik, yang sering 
malahmencoreng citra hukum Indonesia. 
Komponen substansi hukum,yang berupa produk 
norma yang hidup dan dipatuhi dalam masyarakat, 
baik tertulis maupun tidak tertulis, juga masih le mah. 
Dari sinilah sebetulnya penegakan hukum dimulai 
(penegakan hukum in abstracto), sebagaimana 
dinyatakan Satjipto Rahardjo, cacat dalam 
penegakan hukum itu sudah dimulai ketika undang- 
undang atau peraturan yang dibuat itu kurang baik. 
Komponen kultur hukum atau budaya hukum, lebih 
kompleks permasalahannya. Sikap menjalankan 
dan menerima 'suatu hukum' sangat dipengaruhi 
oleh kondisi apakah masyarakat dalam negara itu 
sedang mengalami perubahan, ataupun dalam 
masa transisi. 

Langkah selanjutnya, dalam tataran praksis, 
ketika hukum progresif sebagai basis konsep 
keadilan hakim masuk dalam ranah penegakan 
hukum, maka seluruh proses bekerjanya instrumen 
penegak hukum tersebut harus bisa diverifikasi ke 
dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, 
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